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ABSTRAK

Pasal 304 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur
lembaga yang berwenang penegakan disiplin profesi dokter yang dibentuk oleh
menteri. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam UU Kesehatan
memiliki tugas untuk penegakkan pelanggaran disiplin dokter, penegakkan dugaan
perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, dan penegakkan
pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang merugikan Pasien secara
perdata. Berdasarkan hal tersebut model penegakan disiplin dokter oleh MKDKI
menyerupai lembaga peradilan pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut telah
terjadi problematika model penyelesaian penegakan disiplin kedokteran dalam
konteks UU Kesehatan. Adapun pokok persoalan yang menjadi pembahasan yaitu:
pertama, apakah kedudukan MKDKI dalam penyelesaian sengketa medis sudah
mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah? Kedua,
bagaimanakah model penyelesaian sengketa medis MKDKI sebagai lembaga
peradilan yang demokratis dalam perspektif negara hukum? Dalam menyelesaikan
persoalan tersebut, digunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian yang
digunakan yaitu yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hukum dikonsepsikan
sebagai perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk oleh lembaga berwenang.
Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perluasan tugas dan wewenang MKDKI. Model
penyelesaian sengketa kedokteran MKDKI cocok dilakukan hanya untuk
penyelesaian kasus disiplin. Faktanya kewenangan yang dimilikinya meluas
termasuk juga penegakkan dugaan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai
sanksi pidana dan penegakkan pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang
merugikan Pasien secara perdata. Perluasan ini berdampak pada bentuk
penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan model lembaga MKDKI yang saat
ini tidak sesuai. Berdasarkan kewenangan yang ada bentuk MKDKI ini lebih sesuai
dengan model lembaga peradilan. Pembentuk undang-undang terkesan tidak tegas
mendudukkan MKDKI dalam menyelesaikan sengketa medis apakah hanya dalam
hal penegakan disiplin kedokteran atau mencakup bidang pidana dan perdata. Lebih
jauh masalah medis diposisikan pada problem yang tidak serius, padahal sebaliknya
justru harus mendapatkan perhatian penting. Kedudukan MKDKI dengan besarnya
kewenangan, tidak diikuti pula dengan konsep penyelesaian sengketa berdasarkan
prinsip asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Hal ini konsekuensi
politik hukum pembentukan MKDKI bukan dibentuk sebagai lembaga peradilan
khusus yang menangani sengketa medis. Perlu perubahan MKDKI sebagai lembaga
Peradilan dalam UU Kesehatan terkait penegakan keputusan terhadap perbuatan
melanggar hukum vyang dapat dikenai sanksi pidana, dan penegakkan
pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang merugikan Pasien secara
perdata.

Kata Kunci: MKDKI, Sengketa Medis, dan asas peradilan cepat, sederhana, serta
biaya murah
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ABSTRACT

Article 304 of Law Number 17 of 2023 concerning Health regulates the institution
authorized to enforce professional discipline for doctors formed by the minister.
The Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council in the Health Law has the
task of enforcing violations of doctor discipline, enforcing alleged unlawful acts
that can be subject to criminal sanctions, and enforcing accountability for
actions/deeds that harm patients in civil law. Based on this, the model for enforcing
doctor discipline by the MKDKI resembles a judicial institution in general. Based
on this, there has been a problem in the model for resolving medical discipline
enforcement in the context of the Health Law. The main issues that are being
discussed are: first, does the position of the MKDKI in resolving medical disputes
reflect the principles of fast, simple and low-cost justice? Second, how is the
MKDKI's model for resolving medical disputes as a democratic judicial institution
from the perspective of a state of law? In resolving these problems, a legal research
method is used. The research method used is normative juridical or doctrinal
research. Law is conceptualized as applicable legislation and is formed by an
authorized institution. Meanwhile, the approaches used are the statute approach
and the case approach. The results of the study indicate that there is an expansion
of the duties and authorities of the MKDKI. The MKDKI medical dispute resolution
model is only suitable for resolving disciplinary cases. In fact, its authority extends
to include enforcing alleged unlawful acts that can be subject to criminal sanctions
and enforcing accountability for actions/deeds that harm patients in civil law. This
expansion has an impact on the form of dispute resolution carried out with the
MKDKI institutional model which is currently not appropriate. Based on the
existing authority, this form of the MKDKI is more appropriate to the judicial
institution model. The legislators seem not to firmly position the MKDKI in
resolving medical disputes, whether only in terms of enforcing medical discipline
or including criminal and civil matters. Furthermore, medical problems are
positioned as problems that are not serious, whereas on the contrary they should
receive important attention. The position of the MKDKI with its large authority is
not followed by the concept of dispute resolution based on the principle of fast,
simple, and low-cost justice. This is a consequence of the legal politics of the
establishment of the MKDKI not being formed as a special judicial institution that
handles medical disputes. There needs to be a change in the MKDKI as a judicial
institution in the Health Law regarding the enforcement of decisions against
unlawful acts that can be subject to criminal sanctions, and the enforcement of
accountability for actions/deeds that harm patients in civil law.

Keywords: MKDKI, Medical Disputes, and the principles of fast, simple, and low-
cost justice
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